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DELINKUENSI ANAK 


Pemahaman dan Penanggulangannya 


Masalah perilaku delinkuensi anak dewasa ini cukup menggejala di masya- 
rakat, baik di negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang. 
Perhatian terhadap masalah itu pun telah banyak diberikan dalam suatu 
bentuk penyelenggaraan seminar-seminar dan diskusi-diskusi serta penyu- 
sunan program-program yang berorientasi pada upaya pemahaman dan pemi- 
kiran alternatif penanggulangannya. 


Perkembangan masyarakat yang bermula dari kehidupan agraris menuju kehi- 
dupan industrial disertai gejala globalisasi, tampaknya ada kaitannya baik 
secara korelasional maupun mungkin secara regresional terhadap timbulnya 
gejala perilaku delinkuensi anak. 


Perhatian masyarakat internasional pun tampaknya tak pernah sepi, itu semua 
tampak dari berbagai topik pembicaraan di setiap Kongres PBB mengenai 
“Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan”, seluruh hasil 
kongres itu di antaranya ditindaklanjuti dan dilegitimasikan dalam bentuk 
resolusi PBB yang lebih lazim disebut instrumen-instrumen internasional. 


Instrumen-instrumen internasional yang memberikan pedoman dan penga- 
turan tentang perlindungan hak-hak anak pada umumnya dan perlindungan 
hak-hak anak bermasalah dalam perilaku sosialnya (termasuk bidang hukum) 
pada khususnya yang tertuang dalam sejumlah Resolusi PBB, kiranya pantas 

- dipedomani dan segera diantisipasi oleh negara-negara angota PBB, bila 
negara-negara tersebut tidak ingin dikucilkan dari pergaulan masyarakat in- 
ternasional. 


Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB tentunya terikat pula untuk 
ikut mengantisipasi instrumen-instrumen internasional tersebut, khususnya 
dalam kaitan dengan perlindungan hak-hak anak pada umumnya dan hak-hak 
anak bermasalah dalam perilaku sosialnya (termasuk bidang hukum). Surat 
Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1990 telah dengan tegas menetapkan berla- 
kunya Resolusi PBB 40/25 tentang Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention the 
Rights of the Child). 
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KATA PENGANTAR 


Masalah perilaku delinkuensi anak, dewasa ini cukup 
menggejala di masyarakat, baik di negara-negara maju maupun 
negara-negara sedang berkembang. Perhatian terhadap masalah 
itupun telah banyak diberikan, dalam suatu bentuk-bentuk 
penyelenggaraan seminar-seminar dan diskusi-diskusi serta 
penyusunan program-program yang berorientasi pada upaya 
pemahaman dan pemikiran alternatif penanggulangannya 


Perkembangan masyarakat yang bermula dari kehidupan 
agraris menuju kehidupan industrial disertai gejala globalisasi 
tampaknya ada kaitannya baik secara korelasional maupun mungkin 
secara regresional terhadap timbulnya gejala perilaku delinkuensi 
anak. 


Perhatian masyarakat internasional pun tampaknya tak pernah 
sepi, itu semua tampak dari berbagai topik pembicaraan di setiap 
Kongres PBB mengenai "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan 
Pelaku Kejahatan". Seluruh hasil Kongres itu di antaranya 
ditindaklanjuti dan dilegitimasikan dalam bentuk resolusi PBB yang 
lebih lazim disebut instrumen-instrumen internasional. 


Instrumen-instrumen internasional yang memberikan pedoman 
dan pengaturan tentang perlindungan hak-hak anak pada umumnya 
dan perlindungan hak-hak anak bermasalah dalam perilaku 
sosialnya (termasuk bidang hukum) pada khususnya yang tertuang 
dalam sejumlah Resolusi PBB, kiranya pantas dipedomani dan segera 
diantisipasi oleh negara-negara anggota PBB, bila negara-negara 
tersebut tidak ingin dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasio 
nal. | 


Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB tentunya 
terikat pula untuk ikut mengantisipasi instrumen-instrumen 
internasional tersebut, khususnya dalam kaitan dengan perlindungan 
hak-hak anak pada umumnya dan hak-hak anak bermasalah dalam 
perilaku sosialnya (termasuk bidang hukum). Surat Keputusan 
Presiden No. 52 Tahun 1990 telah dengan tegas menetapkan 
berlakunya Resolusi PBB 40/25 tentang Konvensi Hak-hak Anak 
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(Convention of the Rights of the Child). 


Gejala merebaknya perilaku delinkuensi anak di Indonesia 
akhir-akhir ini tampaknya belum memperoleh penanganan yang 
memadai dalam arti sesuai dengan standard instrumen-instrumen 
internasional itu. Hal ini terjadi karena pada satu pihak, perangkat 
perundang-undang an yang mengatur masdlah itu belum memadai, 
sementara pada lain pihak, sikap tindak para aparat penegak 
hukumnya sendiri belum me nampakkan sifat kondusif 
terlindunginya hak-hak anak bermasalah di dalam bidang hukum. 


Sajian ini berkehendak untuk menampilkan pembicaraan 
sekitar geja la perilaku delinkuensi anak melalui cara pemahaman 
latar belakang timbulnya gejala baik secara teoretik maupun empirik, 
serta menam pilkan berbagai pemikiran ke arah langkah 
pengantisipasian gejala nya baik melalui sarana penal maupun 
nonpenal. Apabila diamati akan tampak bahwa dalam beberapa hal 
seolah-olah ada pengu langan penyajian mengenai pokok bahasan 
tertentu antara satu bab dengan bab lainnya, ini terjadi karena pokok 
bahasan tertentu yang terulangi sulit untuk dihilangkan, khawatir 
akan mengurangi kejelasan sistematika pikir yang dituangkan dalam 
bab-bab tertentu. 


Mudah-mudahan dengan sajian buku ini akan ada manfaatnya 
bagi para pihak yang merasa terpanggil untuk menjadi pengamat 
masalah perlindungan hak-hak anak pada umumnya dan 
perlindungan hak-hak anak bermasalah dalam perilaku sosialnya 
pada khususnya. 


Dalam upaya penulisan dan pengembangan substansi bukuini 
penu lis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Muladi, SH 
selaku Ke tua Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi 
Indonesia (ASPEHUPIKI) yagn telah berkenan untuk memberikan 
“sekapur sirih” kata sambutan atas diterbitkannya buku ini. 


Penulis, 
Paulus Hadisuprapto. 
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KATA PENGANTAR EDISI KE 2 


Rentang waktu yang relatif tidak lama, sejak penerbitan edisi 
ke 1 tahun 1997 hingga saat ini tampak memperlihatkan perkem- 
bangan yang cukup berarti dalam konteks pembicaraan tentang 
perilaku delinkuensi anak, pemahaman dan penanggulangan-nya. 
Politik hukum yang menyangkut pembenahan hukum ten tang anak 
yang bermasalah pada umumnya dan bermasalah dalam bidang 
hukum pidana di negeri ini mendorong untuk ter bitnya edisi ke 2 
buku ini. Sudah barang tentu dengan edisi ke 2 ini kekurangan- 
kekurangan yang dirasakan dalam edisi ke 1 perlu pembenahan, di 
samping itu menjadi penting pula dalam edisi ke 2 ini ditambahkan 
pula kajian terhadap perkembangan peraturan hukum menyangkut 
hak-hak anak pada umumnya dan hak-hak anak delinkuen pada 
khususnya yang terjadi di ne geri ini. 

Sajian instrument internasional sebagai kelengkapan buku ini 
adalah kajian tentang United Nations Standard Mimimum Rules for Non 
Custodial Measures (the Tokyo Rules), resolusi PBB 34/110, 14 december 
1990. Pembaharuan lainnya terletak pa da kajian tentang UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, dan UU No. 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Kajian terha dap UU tersebut difokuskan pada 
ketentuan normatifnya terma suk kelemahannya serta implikasinya 
dalam penanganan anak pelaku delinkuen di masyarakat, dan 
sebagai sajian yang seca ra kriminologi termasuk fenomena baru 
adalah kajian tentang model-model peradilan anak dari model 
Pembinaan Individual menuju Model Peradilan Anak Resoratif. 

Mudah-mudahan dengan penambahan kajian dalam buku ini 
akan semakin berdaya guna dan berhasil guna dalam menam bah 
khasanah bahan pustaka dalam bidang hukum pidana anak pada 
umumnya dan kriminologi pada khususnya. 

Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan PT............ 
untuk menerbitkan edisi kedua buku ini, sebagai perwujudan 
peransertanya dalam pengembangan pemahaman delinkuensi anak 
dan penanggulangannya di Indonesia. 

Akhir kata, mohon kesediaan para pembaca yang berminat ikut 
serta mengembangkan perlindungan anak pada umumnya dan 
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perlindungan anak bermasalah dalam bidang hukum pidana pa da 
khususnya untuk memberikan saran dan kritik demi pengem bangan 
buku ini selanjutnya. Untuk perhatian dan kesediaan nya penulis 


mengucapkan terima kasih. 
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KATA PENGANTAR EDISI KE 3 


Rentang waktu yang relatif panjang (sejak penerbitan edisi 
pertama hingga saat ini 2010) memperlihatkan perkembangan 
pemahaman dan penanggulangan anak delinkuen cukup signifikan. 
Politik Hukum yang menyangkut pembenahan hukum tentang anak 
yang bermasalah dengan hukum pidana mendorong terbitnya edisi 
ke tiga. Dengan terbitnya buku edisi ke tiga ini perkembangan 
wacana me nyangkut diversi penanganan anak delinkuen dan 
prinsip-prinsip dasar penyelengga raan peradilan pidana anak yang 
tidak lagi bersfat punitif dan simptomatik melainkan bergeser pada 
pemberian peran aktif para pihak yang terlibat dalam perilaku delin 
kuensi anak, se perti pelaku, korban, masyarakat dan petugas 
hukum, dalam mene tapkan model penanganan anak yang lebih 
efektif dan nirstigma - model peradilan anak restoratif, - memperoleh 
perhatian secara khusus dalam terbitan edisi ke tiga ini dalam bentuk 
penambahan bab yang secara khusus membicarakan Diversi dan Pe 
radilan Anak Restoratif, Bab ini tertuang dalam Bab 8 dalam buku 
terbitan kali ini. 

Kelengkapan yang sudah tersajikan dalam edisi ke dua berupa 
lampiran ten tang berbagai instrumen internasional yang relevan 
menyangkut anak tetap diserta-kan dalam terbitan edisi ke tiga kali 
ini. 

Mudah-mudahan penambahan kajian secara khusus dalam bab 
tersendiri ten tang Diversi dan Peradilan Anak Restoratif dalam 
terbitan edisi ke tiga buku ini akan semakin berdaya guna dan 
berhasil guna dalam menambah khasanah bahan pusta ka dalam 
bidang hukum pidana anak pada umumnya dan kriminologi anak 


pada khu susnya. 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kese diaan 
penerbit (..................... ) yang telah menerbitkan edisi ke tiga buku 


ini. Upaya tersebut merupakan bentuk peranserta dalam 
pengembangan pemahaman delinkuensi anak dan pena 
nggulangannya di Indonesia. 

Akhir ,kata, mohon kesediaan para pembaca yang bermi nat 
ikut serta mengembangkan perlindungan anak pada umum nya dan 
perlindungan anak bermasalah dalam bidang hukum pidana pada 
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khususnya untuk memberikan saran dan kritik de mi pengembangan 
buku ini selanjutnya. Untuk perhatian dan kesediaannya penulis 
mengucapkan terima kasih. 


Semarang, April 2010 
Penulis, 


Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, SH.MH 
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BABI 


KONSEPSI DELINKUENSI ANAK 


Sajian ini berkehendak untuk mengetengahkan pengertian atau 
konsepsi tentang delinkuensi anak. Untuk memudahkan pemahaman 
sajian ini, ba gian ini akan disistemasikan sebagai berikut. Pertama- 
tama akan dikete ngahkan pembicaraan tentang batasan seseorang 
yang termasuk kategori anak. Anak dalam pengertian ini termasuk 
juga remaja, karena di dalam konteks hukum istilah remaja tidak 
lazim dipergunakan dan dalam per undang-undangan biasanya lebih 
tepat disebut anak, belum dewasa (min derjarig), belum cukup umur, 
dan sebagainya, atas dasar itulah maka sajian ini memilih istilah 
anak, remaja termasuk kategori ini. Selanjutnya, dikete ngahkan 
pembicaraan tentang perilaku delinkuensi anak sebagai terjemah an 
dari istilah juvenile delinguency. 


A.BATASAN TENTANG ANAK 


Pembicaraan tentang pengertian Anak dalam kaitan dengan 
perilaku delin kuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan 
pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang 
dapat dikategorikan sebagai anak. Pegertian anak ini menjadi 
penting utamanya dalam kaitan dengan upaya perumusan batas usia 
pertanggungjawaban pidana (criminal respon sibility) terhadap 
seorang anak melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia 
berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertang 
gungjawabkan secara kepidanaan. 


a. Batasan Usia Yuridis Anak 


Batasan usia kapan seorang dapat dikategorikan sebagai anak, 
tampaknya menunjukkan keanekaragaman di berbagai negara 
demukian juga dengan masalah pertanggungjawaban pidana anak ini. 
Hal itu wajar-wajar saja karena setiap sistem hukum yang 
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menyangkut anak sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural 
dari negara bersangkutan. 


b. Dualisme Batasan Yuridis Anak di Indonesia 


Di Indonesia sendiri, walaupun secara sosio-kultural 
merupakan masyarakat yang homogen, namun tampaknya batasan 
yuridis kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak 
menunjukkan ketidaktaatasasan (inconsistency) antara satu peraturan 
dengan peraturan yang lain. - dualisme pengaturan. Hal itu dapat 
ditunjukkan melalui hasil penelusuran berbagai peraturan per 
undang-undangan khususnya menyangkut batasan usia anak di 
Indonesia berikut ini. KUHPerd (BW) dalam Pasal 330 dinyatakan 
bahwa anak adalah se seorang yang berusia di bawah 21 tahun dan 
belum pernah ka win, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
dalam Pasal 6 ayat (2) tentang syarat perkawinan seseorang yang 
berumur di bawah 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Pasal 
47 ayat (1) nya menyatakan anak yang belum men capai 18 tahun 
atau belum pernah menikah di bawah kekuasaan orang tua nya, UU 
No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) 
dinyatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun 
dan belum pernah kawin. Dari keseluruhan peraturan perundang- 
undangan di atas batasan usia seorang anak adalah di bawah 21 
tahun. Sementara pada peraturan perudang-undangan lain 
dinyatakan bahwa batasan usia seorang anak adalah di bawah 18 
tahun seperti tampak dalam peraturan perundang-undangan berikut 
ini. Konvensi Hak Anak yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia 
oleh Keppres No. 36 tahun 1990 terkandung pengertian anak adalah 
seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. UU No. 30 tahun 1000 
tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 butir ke 5 dinyatakan, 
anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 butir 1 
dinyatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari kutipan pasal- 
pasal berbagai peraturan perundang-undang an yang semuanya 
masih berlaku efektif di Indonesia pengaturan tentang batasan anak 
mengalami dualisme - anak adalah seseorang yang berumur di 
bawah 21 tahun ataukah di bawah 18 tahun. 


2 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com | 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


c. Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak 


Rupanya tidak ada keseragaman dalam perumusan batasan 
tentang perta nggungjawaban pidana anak di di berbagai negara. Di 
Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 - 
18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur antara 
8 - 17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas 
umur antara 8-16 tahun. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12 
- 16 tahun. Australia, di kebanyakan negara bagian menentukan batas 
umur antara 8 - 16 tahun. Negeri Belanda, menentukan batas umur 
antara 12 - 18 tahun. Negara-negara Asia, antara lain, Sri Lanka 
menentukan batas umur antara 8 - 16 tahun: Iran, menen tukan batas 
umur antara 6 - 18 tahun: Jepang dan Korea, menentukan batas umur 
antara 14 - 20 tahun: Taiwan, menentukan batas umur antara 14 - 18 
tahun, Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun. 
Negara-ne gara ASEAN, antara lain, Filipina, menentukan batas 
umur antara / - 16 tahun: Malaysia, menentukan batas umur antara 7 
- 18 tahun, Singapura menentukan batas umur antara 7 -16 tahun. (Sri 
Widoyati Wiratmo Soekito, 1989: 10 - 11). Sementara Task Force on 
Juvenile Delinguency Prevention, menentukan bahwa seyogianya batas 
usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks 
pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia teren dah 10 tahun 
dan batas atas antara 16 - 18 tahun. Resolusi PBB yang tertuang 
dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang UN Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) menetapkan 
batasan anak, adalah seseorang yang berusia 7 - 18 tahun 
(Commentary Rule 2.2). Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan 
batas atas yaitu 18 ta hun, artinya anak adalah seseorang yang 
berusia di bawah 18 tahun. (Rule 119(a)) 

Dari berbagai batasan tersebut di atas, tampaknya ada 
kelompok-kelompok negara yang hampir senada dalam menentukan 
batas minimal kapan sese orang dapat dikategorisasikan sebagai 
anak, yaitu 8 tahun (terbanyak), 7 tahun (negara-negara ASEAN), 6 
tahun (khusus Iran), 12 tahun (negara-ne gara Inggris dan Negeri 
Belanda): 14 tahun (negara Jepang, Korea dan Taiwan), 15 tahun 
(Kamboja). Sementara penentuan batas maksimal sese orang dapat 
dikategorisasikan anak pun cukup bervariasi. Batas maksimal 16 
tahun dan batas maksimal 18 tahun kelihatan paling tinggi kecende 
rungannya. Sementara batas maksimal 17 tahun dan 20 tahun hanya 
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bebe rapa negara saja. Hal ini terjadi, karena ada pengaruh kondisi 
sosiokultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga 
memunculkan ada nya keanekaragaman penentuan batas usia 
seseorang sebagai anak. 

Dilihat dari kepentingan penentuan batasan anak dalam kaitan 
dengan pembicaraan tentang perilaku delinkuensi anak dan 
penanganannya, maka apa yang telah terjadi di negara-negara itu, 
cukup dapat diterima dan sangat beralasan paling tidak sudah ada 
ketentuan yang jelas tentang batas usia-usia terendah seseorang 
dikategorisasikan sebagai anak. Hal ini bila dikait kan dengan 
penegasan rule 4 Resolusi PBB 40/33, maka adanya ketentuan batas 
minimal usia sedikit banyak sudah dapat dipakai sebagai pedoman 
penentuan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak. 

Bagaimana dengan Indonesia ?, Tampaknya batasan usia 
pertanggungja waban pidana anak di negeri ini telah memperoleh 
legitimasinya dengan telah diundangkannya UU No. 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 butir 1 dinyatakan “anak adalah 
orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Dan belum pernah kawin.” 
Dari ketentuan pasal tersebut jelas sudah bahwa batas usia 
pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah antara 8 - 18 
tahun. Dengan kata lain, batas bawah usia pertanggungjawaban 
pidana anak di Indnesia adalah 8 tahun dan batas atas usia 
pertanggungjawaban pidana anak adalah 18 tahun. Khusus dalam 
kaitan dengan masalah batas usia atas, secara konsisten diatur pula 
dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya 
dalam Pasal 1 butir 8 huruf a, dinyatakan bahwa “Anak Didik 
Pemasyarakatan adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan 
putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama 
sampai berumur 18 tahun”. Dari batas atas usia pertanggungjawaban 
pidana anak itu tampaknya hampir bersesuaian dengan ketentuan di 
berba gai negara dan konsisten pula dengan himbauan dari resolusi 
PBB 40/33 tentang Beijing Rules. Namun bagaimanakah dengan 
batas bawah usia pertanggungjawaban pidana anak itu ? Ditinjau 
dari himbauan resolusi PBB 40/33 tentang Beijing Rules memang 
tidak masalah, resolusi memberikan pedoman batas bawah 7 tahun, 
namun resolusi itu pun memberikan “signal?” agar batas usia bawah 
pertanggungjawaban pidana itu jangan terlalu rendah harus 
dipertimbangkan pula dengan kondisi kejiwaan dan kematangan inte 
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lektual serta kondisi sosiokultural masyarakat setempat (lihat Rule 4 
resolusi). Permasalahannya adalah apakah batas usia bawah 8 tahun 
itu bagi anak-anak negeri ini sudah dapat dikatakan matang jiwanya 
dan intelek tualnya serta “trep” dengan kondisi sosiokultural 
masyarakat Indonesia, se hingga seorang anak berusia 8 tahun 
dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidananya ? 
Coba saja masalah itu ditinjaun dari kondisi kejiwaan yang 
dialami dalam rentang pertumbuhan seorang manusia. Singgih 
Gunarso (1989) dalam makalahnya yang berjudul "Perubahan Sosial 
da lam Masyarakat" yang disampaikan dalam Seminar "Keluarga 
dan Budaya Remaja di Perkota an" di Jakarta, mengemukakan 
klasifikasi perkem bangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan 
usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya. Menurut Singgih 
Gunarso perkembangan usia anak hingga dewasa dapat 
diklasifikasikan menjadi lima, yaitu (a) anak, seseorang yang berusia 
di bawah 12 tahun: (b) remaja dini, seseorang yang berusia 12 - 15 
tahun: (c) remaja penuh, seseorang yang berusia 15 - 17 tahun, (d) 
dewasa muda, se seorang yang berusia 17 - 21 tahun dan (e) dewasa, 
seseorang yang ber usia di atas 21 tahun. Masing-masing tingkatan 
usia mempunyai karakte ristik kejiwaan sendiri-sendiri. Untuk 
lengkapnya di bawah ini disajikan pen dapat J.Pikunas dan 
R.J.Havighurts yang dikutip oleh Singgih Gunarso dalam makalah 
yang sama, di mana dinyatakan bahwa kondisi kejiwaan anak yang 
berusia sampai 12 tahun dalam kondisi “serba belajar” - belajar 
membedakan salah benar, menyesuaikan diri dengan teman sebaya, 
me ngembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk 
kehidupannya sehari-hari. Remaja Dini (usia 12-15 tahun) memiliki 
kecenderungan keji waan antara lain (a) sibuk menguasai tubuhnya, 
karena ketidakseimbangan postur tubuhnya, kekurangnyamanan 
tubuhnya: (b) mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus 
pada sifat egosentris, pada lain pihak ia be lum bisa sepenuhnya 
diserahi tanggung jawab, sehingga ia sangat memer lukan daya 
tampung dari lingkungan keluarganya, (c) kepekaan sosial tinggi, 
solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungannya mencari 
popula ritas. Dalam fase ini ia sibuk untuk mengorganisasikan 
dirinya, mulai menga lami perubahan dalam sikap, minat, pola-pola 
hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual, bergaul 
dengan lain jenis, (d) minat ke luar rumah tinggi, kecenderungan 
untuk "trial and error" tinggi, dan kemauan untuk belajar dari 


5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com | 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


pengalamanpun tinggi: (e) mulai timbul usaha-usaha untuk me 
nguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, dan klub-klub 
olahraga, kesenian, dan di lingkungan pergaulan pada umumnya. 
Sementara pada tahapan remaja lanjut, ciri-ciri yang melekat 
padanya ialah (a) sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan 
bisa menerima kondisi fisiknya, (b) mulai dapat menikmati 
kebebasan emosionalnya (c) mulai lebih mampu bergaul: (d) sudah 
menemukan identitas dirinya: (e) mulai memperkuat penguasaan 
diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga 
dan kema syarakatan dan (f) mulai secara perlahan-lahan 
meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap-sikap kekanak-kanakan. 
(Singgih Gunarso (1989: 9) 

Apabila demikian halnya, maka dengan mempertimbangkan 
kondisi kejiwaan dan kematangan intelektual seperti yang 
dideskripsikan di atas, tak tidak terlalu berkelebihan bila dinyatakan 
bahwa batas bawah usia pertang gungjawaban pidana anak dalam 
UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu 
dipertimbangkan lagi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana 
kondisi kejiwaan seorang anak bernama Raju sewaktu mengikuti 
proses per sidangan atas kasusnya, sangat tampak kegoncangan 
jiwanya dan bahkan dapat dikatakan mendekati “trauma” selama ia 
mengikuti jalannya proses persidangan di pengadilan. 


B. PENGERTIAN PERILAKU DELINKUENSI 


ANAK 

Pembicaraan tentang perilaku delinkuensi anak seperti juga 
pada pembicaraan tentang kejahatan orang dewasa secara 
kriminologis sangat dipengaruhi oleh paradigma pemikiran yang 
diterapkan dalam melakukan kajian terhadap objek yang diamati, 
yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada 
khususnya. Tanpa mengurangi arti penting paradigma-paradigma 
yang dikenal dalam kriminologi, seperti misalnya paradigma klasik, 
positivis, dan kritis, dalam uraian berikut ini dikemukakan batasan- 
batasan yang menurut pengamatan penulis lazim diterapkan dalam 
kajian-kajian tentang perilaku delinkuensi anak. Dari berbagai 
pengertian tentang perilaku delinkuensi anak itu mungkin sekali 
akan tampak secara im plisit latar belakang pemikiran yang 
diterapkan untuk merumuskan batasan itu. 
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Sebelum dikemukakan beberapa pengertian, ada baiknya 
dikemukakan terlebih dahulu beberapa istilah yang sering 
dipergunakan dalam bahasa kita mengenai Juvenile delinguency ini. 
Seperti diketahui bahwa tampaknya ada keanekaragaman istilah 
yang dipergunakan untuk juvenile delinguency ini. Istilah yang 
sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media mas sa, 
adalah kenakalan remaja atau sering juga dipergunakan istilah 
kejahatan anak. Istilah kejahatan anak dirasakan terlalu tajam. 
Sementara istilah kena kalan remaja sering disalahtafsirkan dengan 
kenakalan yang tertuang dalam Pasal 489 KUHP. Apabila 
diperhatikan dari beberapa judul buku tentang ma salah Juvenile 
Delinguency, tampaknya ada istilah-istilah yang pada intinya 
akhirnya mengarah pada makna yang sama. Misalnya Robert 
G.Trojanowics dan Merry Morash, buku berjudul Juvenile 
Delinguency, Concept and Con trol, Shaw and Mc.Kay bukunya 
berjudul Juvenile Delinguency and Urban Areas, Rose Giallombardo, 
bukunya berjudul Juvenile Delinguency, A Book of Reading. Korn, 
bukunya berjudul Juvemle Delinguency. Jossine Junger Tass dan 
Richard.L. Block bukunya berjudul Juvenile Delinguency in the 
Netherlands. Albert Cohen, bukunya berjudul Delinguent Boys, 
Cloward & Ohlin, bukunya berjudul Delinguency and Opportunity. 
Siegel & Sienna, bukunya berjudul Juvenile Delinguent. Voss, bukunya 
berjudul Society, Delinguency and Delinguent Behavior. Clark, bukunya 
berjudul Reference Group Theory and Delinguency. Wiles, bukunya 
berjudul Crime and Delin guency. Hahn, bukunya berjudul Juvenile 
Offender and the Law. Dari ber bagai contoh judul-judul buku tersebut 
kiranya ada kecenderungan penggu naan juvenile delinguency 
paling banyak digunakan. Istilah-istilah lain kira nya, titik akhirnya 
juga mengarah pada pengertian juvenile delinguency. Se cara 
hatan anak ini dirasakan sangat tajam, dan memiliki konotasi negatif 
secara kejiwaan terhadap anak. Simanjuntak lebih suka 
menggunakan istilah kena kalan anak untuk istilah juvenile 
delinguency. Sementara Fuad Hasan mema sukkan remaja dalam 
pengertian anak, sehingga muncul istilah kenakalan. remaja. 
Pengertian ini tampaknya dilakukan pula oleh Bimo Walgito, dalam 
bukunya yang berjudul “Kenakalan Anak”. Dari sinilah kemudian 
istilah kenakalan remaja menjadi populer. Istilah kenakalan remaja 
dirasakan lebih balk, namun sering ada kecenderungan di sementara 
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orang untuk mengkait kannya dengan "kenakalan" yang tertuang 
dalam Pasal 486 KUHP. (Noersyamsu Yustham, 1977). Atas dasar itu, 
penulis memilih istilah Indo nesia yang lebih mengarah pada makna 
yang terkandung dalam istilah juvenile delinguency, yaitu perilaku 
delinkuensi anak. 

Untuk selanjutnya marilah diperhatikan bersama-sama 
beberapa rumusan yang berhasil dikumpulkan dari berbagai 
pengertian tentang perilaku delin kuensi anak yang menurut aslinya 
berasal dari istilah juvenile delinguency atau juvenile offence itu. 

Comparative  Suroey on  Juvenile  Delinguency yang 
diselenggarakan oleh PBB tahun 1953, untuk negara-negara Timur 
Tengah, merumuskan : Generally speaking, a juvenile offender is any 
young person male or female, below specified age, who has committed an 
offence, but is accorded special treatment of a nature dejaneid by law. Dari 
rumusan ini penekanan terletak pada "ygung person" dan "special 
treatment". Artinya perbuatan itu dilakukan oleh orang muda laki- 
laki atau perempuan, dan kepada mereka diberikan perlakuan 
khusus sesuai hukum yang berlaku. Hasil survey PBB yang lain 
khusus untuk negara-negara Amerika Utara, merumuskan 
Delinguency, has been interpreted to mean that only that conduct is illegal 
that is specifically prombited by Statutory definitions and that to be brought 
properly before the defendant must be charged by a definite offence 
prescribed by statute. Rumusan ini menekankan pada "kepastian" 
bahwa perbuatan melanggar hukum serta penuntutannya itu 
didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya 
sudah mengatur tentang perbuatan itu sebagai pelanggaran hukum. 
Task Force on Juvenile Delinguency dari The President's Commission on 
Law Enforcement and Administration of Justice, tahun 1967 merumuskan 

““Delinguency comprises of children alleged to have committed an offence that, 
if committed by an adult would be a crime. It also comprises cases of children 
alleged to have violated specific ordinance or regulatory laws that apply only 
to children. Rumusan ini lebih menyeluruh sifatnya, dan tampaknya 
penekanannya terletak pada "anak" dan "perbuatan" nya termasuk 
kejahatan bila dilakukan oleh orang dewasa. Termasuk perbuatan- 
perbuatan anak yang melanggar ketentuan perundang-undangan 
khusus yang diperuntukkan bagi anak. The Pennsylvania Juvenile 
Court Act. dalam Bagian 1 Pasal 2 dan 4 menetapkan : the word "child" 
as used in this act, means a minor under the age of eighteen years. The word 
of "delinguent child" include : (a) a child who has violated any law of the 
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Commonwealth or ordinance of any city, borough or township. (b) a child 
who, by reason of being way ward or habitually disobedient, is uncontrolled 
by has or her parent, guardian, custodian, or legal representative. (c) a child 
who 18 habitually truant from school or home. (d) a child who habitually so 
departs himself or herself as to injure or endanger the morals or health or 
himself, or others. (Rose Giallombardo, 1966: 28 - 29). Rumusan ini 
tampaknya lebih menyeluruh, dan menekankan pada "usia" 
seseorang sebagai anak, dan perbuatan "delinguency" serta dasarnya 
penentuannya (sistem hukum, pengawasan orang tua wali atau 
penasihat hukumnya, aturan tata tertib sekolah dan rumah serta 
moral masyarakat). Resolusi PBB 40/33 tentang UIN Standard 
Minimum Rules for the Administration of Juvemile Justice (Beijing Rules) 
khusus dalam Rule 2.2 menetapkan : A juvenile is a child or young 
person who, under the res pective legal systems, may be dealt unth for an 
offence in a manner which is different from an adult. An offence is any 
behavtor (act or omission) that is punishable by law under the respective 
legal system. A juvenile offender is a child or young person who is alleged to 
have committed or who has been found to have committed an offence. 
Rumusan ini lebih menekankan pada unsur "anak" atau "orang muda" 
(mungkin remaja termasuk dalam rumusan ini), yang melakukan 
perbuatan yang "dapat dipidana" menurut sistem hukum yang 
berlaku dan diperlakukan secara "berbeda" dengan orang dewasa. 
Untuk melengkapi pembicaraan tentang pengertian perilaku 
delinkuensi anak ini, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat 
para ahli yang tertuang dalam karya mereka. Sheldon & Eleanor 
Glueck dalam Unraveling Juvenile Delinguency mengemukakan 
Delinguency is behavior by non adults which violates specific legal norms or 
the norms of a particular societal institution with sufficient freguency and 
/or seriousness so as to provide a firm basis for legal action against the 
behaving individual or group. (Sheldon & Glueck, 1950: 13). Richard A 
Cloward and Loyd E. Ohlin, dalam bukunya Delinguency and ' 
Opportunity merumuskan the delinguent act ... is behavior that violates 
basic norms of the society and when officially known, it evokes a judgment 
by agents of criminal justice that such norms have been violated. (Cloward 
& Ohlin, 1960 : 9). Albert K. Cohen dalam bukunya yang berjudul the 
Study of Social Disorganization and Deviant Behavior, merumuskan 
We define deviant behavior as behavior which violates institutionalized 
expectations - that is, expectations which are shared and recogmized us 
legitimate within a social system. (Robert K Merton et.al, 1959 : 462). 
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Travis Hirschi dalam bukunya yang berjudul Causes of Delinguency, 
mengemu kakan bahwa delinguency is defined by acts, the detection of 
which is thought to result in punishment of the person committing them by 
agent of the larger society. (Hirschi, 1969: 47). Larry J. Siegel & Joseph ). 
Senna, dalam Juvenile Delinguency, mengemukakan as an act 
committed by a mi nor (an individual who falls under a statutory age limit, 
in most states either 17 or 18) who violates the penal code of the government 
with authority over the area in which the acts occurred. (Siegel & Senna, 
1988: 8). Untuk mengakhiri uraian tentang pengertian juvenile 
Delinguency ini ada baiknya dikemukakan "Role Definition" yang 
diketengahkan oleh Howard S. Becker dalam bukunya yang berjudul 
Outsiders, yang mengatakan berikut ini. 
"We are not s0 much interested in the person who comminutes a 
deviant act once as in the person who sustains a pattern of deviance 
over a long periode of time, who makes of dewance a way of life, who 
organizes his identity around a pattern of deviant behavior. It is not 
the casual experimenters with homosexuality ... that we want to find 
out about, but the man who follows a pattern of homosexual activity 
throughout his adult life. ..Many kinds of deviant acttvity spring from 
motives which are soctally learned. Before engaging in the activity on 
a more or less regular basis, the person has no notion of the pleasures 
to be derived from it: he learns these in the course of interaction with 
more experienced deviants. .... What may well have a random umpulse 
to try something new becomes a settled taste for somethung already 
known and experienced." 
(Howard S Becker, 1963 : 30) 
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TEORI PERILAKU 
DELINKUENSI ANAK 


Bagian ini mengetengahkan sajian tentang berbagai teori yang 
lazimnya dipakai sebagai pisau analisis untuk membedah latar 
belakang timbulnya perilaku delinkuensi anak. Untuk memudahkan 
selanjutnya bagian ini akan disistematisasikan sebagai berikut : 


A. Disorganisasi Sosial dan Delinkuensi Anak 


B. Anak masa kini Tumbuh di Belantara Sistem Nilai 


A. DISORGANISASI SOSIAL DAN DELINKUENSI 
ANAK | 

Sajian teoretik ini berangkat dari pertanyaan dasar (a) 
Kecenderungan tata nilai yang bagaimanakah yang mungkin dapat 
terjadi di masyarakat dan di kalangan anak (termasuk remaja) dari 
suatu masyarakat yang mengalami perubahan yang cepat, (b) 
Kecenderungan pola pikir apakah yang mungkin terjadi di kalangan 
anak (termasuk remaja), sehubungan dengan terjadinya perubahan 
sosial yang cepat itu, dan (c) Kecenderungan perilaku apakah yang 
mungkin timbul sehubungan dengan perubahan sosial yang cepat 
itu. 

Untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut di atas, maka ada 
satu kebutuhan untuk mencari pemahaman tentang perilaku 
delinkuensi anak secara lebih konstekstual dengan cara menemukan 
hubungan korelasional antara kondisi sosiokultural dengan 
timbulnya gejala perilaku delinkuensi anak. Tinjauan yang demikian 
ini akan semakin menarik bila diimplementasikan di masyarakat 
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lingkungan perkotaan. Stratifikasi sosial dan tingginya heterogenitas 
masyarakat di lingkungan perkotaan, baik dari aspek ekono mi, 
pendidikan, usia dan etnis membawa pengaruh timbulnya keaneka 
yragaman kepentingan dan tata nilai di kalangan kelompok-kelompok 
masya rakat penghuni kota itu. Kondisi sosiokultural lingkungan 
demikian tidak jarang membuahkan sistem tata nilai khas, di mana 
sistem tata nilai itu sedemikian rupa sehingga unsur pembedanya 
cukup besar bila dibanding kan dengan sistem tata nilai sosiokultural 
masyarakat pada umumnya. Demikian pula halnya dengan tata nilai 
di kalangan anak/ remajanya. Tata nilai di kalangan anak/ remaja 
dengan segala sifat khasnya itu tentunya tidaklah dapat dilepaskan 
dengan proses sosialisasi yang dialaminya, kese muanya itu 
berkaitan erat dengan kelompok mana mereka itu berasal. 

Tinjauan yang mencoba mencari hubungan korelasional dan 
mungkin regret sional antara gejala kejahatan pada umumnya dan 
perilaku delinkuensi anak pada khususnya dengan kondisi 
sosiokultural lingkungan, di dalam pembica raan ilmu kriminologi 
lazim dikategorisasikan dalam kajian Sosiologi Krimi nal. Dari 
berbagai pendekatan kajian sosiologi kriminal itu, dikenal adanya 
teori-teori yang secara sederhana menurut John Hagan dalam 
bukunya Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control, 
diklasifikasi kan menjadi tiga kelompok besar, yakni (a) Teori Under 
control, (b) Teori Kultur, Status dan Kesempatan, dan (c) Teori Over 
control. (John Hagan, 1987 : 147). Tanpa mengurangi arti penting 
kelompok teori yang lain, dan sesuai pula dengan tujuan penyajian 
ini, teori Under control dikedepankan sebagai pokok bahasan. 

Teori Under control atau sering juga disebut consensus theortes, 
dalam mengkaji masalah perilaku delinkuensi anak, mendasarkan 
diri pada asumsi bahwa kita semua menyepakati isi serta berlakunya 
kaidah-kaidah kemasya rakatan, oleh karena itu merupakan kewajaran 
apabila semua warga masya rakat mematuhi kaidah-kaidah 
kemasyarakatan itu. Hal itu tampak dari pertanyaan dasar yang 
dilontarkan sebagai kerangka dasar kajian kelompok teori ini, yaitu 
Why would any one violate rules of social conduct that nearly all of us 
accept? (John Hagan, 1987 : 148). Hagan selanjutnya mengklasifi 
kasikan teori-teori yang termasuk kelompok teori Under control itu 
ialah : (a) teori Disorganisasi Sosial, (b) teori Netralisasi dan (c) teori 
Kontrol. Karakteristik dari teori-teori itu adalah sebagai berikut : 
(Hagan, 1987: 146) 
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"Soctal disorganization theory, assert that growth or American Cities 
brought breakdown in processes that normally regulate lawbreaking 
behavior." 

"Neutralization theory notes that although most of us still learn the 

norims and values of our society some of us also learn to rationalize or 

neutralize thetr vnolation." 

"Control theory obserues that some people feel less constrained that 

others by the norms and values of our society, and therefore that they 

feel relatively free to deviate from them." 

Tidak terlalu berkelebihan bila dalam pembicaraan pada bagian 
ini ketiga kelompok teori itu dikemukakan sebagai upaya 
penelusuran teori tentang perilaku delinkuensi anak. Hanya perlu 
dicatat, dari pemahaman bahan-bahan pustaka kriminologi, 
termasuk dalam kelompok teori disorganisasi sosial ini adalah teori 
Differential Association dari E. Sutherland dan kemu dian berkembang 
setelah itu teori Anomie dari Robert Merton. 


1. Teori Differential Association 


Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya 
melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku 
pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Asumsi yang 
melandasi teori ini ialah : a criminal act occurs when a situation 
appropriate for it, as defined by the person, is present. (Rose Giallombardo, 
1972: 89). 

Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku 
kejahatan, termasuk perilaku delinkuensi tentunya, mengajukan 9 
proposisi yaitu: 

a. Criminal behavior is learned. Negatively, this means that criminal 
behavior is not inherited. (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang 
dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi). 

b. Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a 
process of communication. This communication is verbal in many 
respects but includes also "the communication of gesture" (Perilaku 
kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam 
suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat 
bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat). 

c. ' The principal part of the learming of criminal behavior occurs within 
intimate personal groups. Negatioely, this means that the interpersonal 
agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a 
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